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Abstraksi

Peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian
tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu,
dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang
sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Temuan Audit, Opini
Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Struktur Anggaran terhadap kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Hipotesis yang
diajukan (1) Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupatendan Kota di Provinsi Banten; (2) Opini Audit berpengaruh terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; (3) Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; (4) Struktur Anggaran berpengaruh
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Banten tahun 2013-2016. Sampel yang digunakan sebanyak 4 Kabupaten
dan 4 Kota di Provinsi Banten setiap tahunnya. Total sampel ialah 32 dari 4 tahun
pengamatan (2013, 2014, 2015 dan 2016). Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS IBM Statistics 22.
Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; Opini Audit
berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Banten; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh dengan arah negatif
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten;
Struktur Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Sementara itu berdasarkan analisis
regresi linear berganda menunjukan bahwa seluruh variabel independen (bebas)
mempengaruhi secara simultan variabel dependen (terikat) sebesar 14.4%
variabel Kinerja Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen,
sedangkan sisanya sebesar 85.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang
diteliti.

Kata kunci: BPK, Temuan Audit, Opini Audit, TLHP, Struktur Anggaran
dan Kinerja Pemerintah Daerah.
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PENDAHULUAN

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2001). Sedangkan pengukuran kinerja dikemukankan oleh Westin (1998) dalam Sumarjo (2010)
prsoses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan
yang direncanakan. Kinerja mampu memberikan dampak yang positif jika dilakukan dan diawasi dengan
baik oleh para pemangku kepentingan di tataran pemerintahan dan pembagian tugas dan kegiatan untuk
mencapai suatu hal yang telah di tetapkan.

BPK dalam hal ini berperan aktif sebagai instansi yang mengawasi keuangan yang di kelola
pemerintahan dan bersinergi untuk menciptakan output hasil kinerja pemerintahan yang mampu
memberikan pelayanan terbaik di semua sektor untuk masyarakat yang menjadi fokus utama hasil kinerja
yang di lakukan pemerintahan. Setelah berjalannya reformasi perubahan struktur dan segala hal yang terjadi
di birokrasi pemerintahan tetapi tujuan akhirnya bermuara pada kinerja yang mampu memlaksanakan
tujuan yang telah di tetapkan dan di rencanakan sebelumnya dengan sebaik baiknya.

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan di audit oleh institusi pemeriksa yang bebas dan mandiri,
dalam hal ini adalah (BPK RI).

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan
dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan.

Selain Laporan Keuangan yang menggambarkan akuntabilitas keuangan, dalam rangka
mewujudkan good governance pada Pemerintah Daerah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (akuntabilitas kinerja).

Praktik akuntansi pemerintahan muncul sebagai salah satu akibat dari kurangnya insentif bagi

pemilih (voters) untuk mengawasi perilaku politisi (pemerintah) secara langsung (Zimmerman, 1997).
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Shaw (2010) berpendapat bahwa insentif melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan barang
publik oleh pemerintah tidak sebanding dengan waktu dan sumber daya yang dikeluarkan untuk
memastikan bahwa pemerintah telah menyediakan barang publik secara tepat. Selain itu, rendahnya
pengawasan atas prosses penyelenggaraan pemerintahan memicu timbulnya penyelewengan sumber daya
publik bahkan tingginya tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan (Emerson, 2006; Olken, 2007;
Lessmann dan Marwardt, 2010). Hal ini menyebabkan pengelolaan sumber daya publik menjadi tidak
efektif dan efisien serta penyediaan barang publik yang tidak sesuai baik itu kuantitas yang berlebihan atau

kekurangan, maupun kualitas yang buruk (Gupta et al., 2002; Giroux, 1989).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Banten, dengan obyek
penelitian yang dijadikan populasi dan sample adalah laporan keuanganyang telah di audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dari Tahun 2013 — 2016

Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat pengaruh Temuan audit,
opini audit, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan struktur anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah
yang diproksikan dengan Indeks pembanguna manusia.

Untuk menguji pengaruh variable x terhadap Y, diajukan hipotesa yang ditujukan dari keempat
varibel x, variable manakah yang memiliki pengaruh yang positif mempengaruhi varibel y, sebagai alat uji
statistic, digunakan uji statistic ,emggunakan regresi linier berganda dengan rumusan sebagai berikut :

Yie = Bot PiTAjt + B0Ajc + BsTLHP; + BuSAje + &ji.

Keterangan :

Y : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Bo : Koefisien Konstanta

Bi-a : Koefisen Regresi Variabel Independen
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan studi yang menganalisis pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang diproxykan

dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel Hasil Pengujian

Hipotesis Koefisien B | Sig. t Tabel Keputusan
TA - KPD -1.172 0.605 1.693 Ditolak
OA - KPD 7.645 0.011 1.693 Diterima
TLHP — KPD -9.047 0.047 1.693 Diterima
SA - KPD -7.644E-7 0.657 1.693 Ditolak

Pengaruh Temuan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah

Pengujian Hipotesis 1 dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah temuan audit BPK
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks
Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis 1 ini menghasilkan nilai koefisien sebesar -1.172, nilai t hitung sebesar -0.524, t tabel 1.693 dan
dengan signifikansi 0.605 (<0.05). Karena p value berada dibawah 0.05 maka hipotesis 1 ditolak, artinya
temuan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.
Hasil uji-t untuk Hipotesis 1 diperoleh angka -1.172 yang berarah negatif, itu berarti semakin banyaknya
temuan audit BPK menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut namun
pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nur
(2014) yang menyatakan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Fandy (2015) yang menyatakan bahwa temuan
audit tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota. Temuan audit

BPK dalam penelitian ini merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan
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pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Tetapi berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Akwan (2011), Purnamasari, dkk (2009), Hilmi (2012) dan Mustikarini dan
Fitriasasi (2012), yang juga menyatakan bahwa Temuan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Output dari pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang didalamnya
terdapat opini atas LKPD serta temuan-temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan BPK RI
No.5/K/I-XI111.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan,
temuan pemeriksaan terdiri dari Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Temuan Ketidakpatutan

terhadap peraturan perundang-undangan serta Temuan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) (BPK, 2011).

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang
dilaksanakan Pemda, maka Pemda wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
kemudian akan di audit oleh institusi pemeriksa yang bebas dan mandiri, dalam hal ini adalah BPK RI.
Selain Laporan Keuangan yang menggambarkan akuntabilitas keuangan, dalam rangka mewujudkan good
governance pada Pemda, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (akuntabilitas kinerja). Untuk itu, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan
manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel dan berorientasi hasil, diperlukan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Taufik, 2013).

Pengaruh Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah

Pengujian hipotesis 2 dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah opini audit atas
laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian
hipotesis 2 ini menghasilkan nilai koefisien 3, sebesar 7.645, nilai t hitung sebesar 2.734, t tabel 1.693 dan

dengan signifikansi 0.011 (p < 0,05). Karena p value berada diatas 0.05 maka hipotesis 2 diterima.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pengelolaan keuangan di instansinya. Laporan keuangan tersebut diperiksa terlebihi dahulu
kewajarannya oleh BPK sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD. Hasil pemeriksaan laporan keuangan
oleh BPK berupa opini atas kewajaran laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit
merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo

dan Rossieta, 2009).

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 3 dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis
3 ini menghasilkan nilai koefisien B; sebesar -9.047, nilai t hitung sebesar -2.081, t tabel 1.693 dengan

signifikansi 0.047 (p < 0.05). Karena p value berada dibawah 0.05 maka hipotesis 3 diterima.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya,
yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau
perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat
meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan
kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut dilakukan agar temuantemuan hasil

pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-ulang (Widiatmoko, 2012).

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang
dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat
yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP
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diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang
ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah, dan kemudian apabila tanpa adanya alasan

yang sah, maka BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Dwiputrianti (2011), yang menyatakan bahwa
tindak lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah. Penelitian ini
mengindikasikan pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah

berpengaruh positif signifikan.

Pengaruh Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 4 dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah struktur anggaran
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis 4 ini menghasilkan nilai
koefisien B, sebesar -7.644E-7, nilai t hitung sebesar -0.449, t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.657 (p

< 0.05). Karena p value berada dibawah 0.05 maka hipotesis 4 ditolak.

Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya
UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan
di pemerintah daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai
Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan
umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Kecuali Aceh dan Propinsi

Papua yang memperoleh otonomi khusus.

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari
pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun
sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan
menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan

akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.

118



=

%
i
|
I
'

Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur
Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah | Hal 112-124

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan analisa data dan uji statistic maka didapat hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian hipotesis 1 menunjukkan bahwa Temuan Audit berpengaruh negatif secara

statistik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, naik dan turunnya variabel

Temuan Audit tidak mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah;

2. Hasil penelitian hipotesis 2 menunjukan bahwa Opini Audit berpengaruh positif secara statistik

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, Opini Audit semakin lama mampu

mendorong Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, namun

selain variabel Temuan Audit terdapat variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang

mungkin memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini juga dapat

disebabkan karena terdapat regulasi yang ketat mengenai Opini Audit pada APBD di SKPD

Dinas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten;

3. Hasil penelitian hipotesis 3 menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

berpengaruh positif secara statistik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan arah negatif.

Dengan kata lain, turunnya nilai variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada periode

tertentu akan pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih baik, begitu juga

sebaliknya, semakin nilai variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tinggi pada periode waktu

tertentu maka kualitas Kinerja Pemerintah Daerah semakin menurun.

4. Hasil penelitian hipotesis 4 menunjukan bahwa Struktur Anggaran tidak pengaruh terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, naik atau turunnya Struktur Anggaran pada periode

waktu tertentu tidak akan meningkatkan kualitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten

dan Kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk tindak

lanjut hasil penelitian ini, yaitu:

Akademik

- Fokus penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Derah Kabupaten dan Kota di Provinsi

Banten, untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan mengambil sektor lainnya;
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- Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain di
luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti Belanja Daerah dan variabel yang
lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesa pada penelitian ini maka didapat variable opini audit dan
Tindak Lanjut Hasil penelitian memiliki pengaruh yang positif dan dapat memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa pada Tata Kelola Keuanga, untuk dapat meningkatkan kinerja
pemerintah yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah fokus pada
peningkatan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan keuangan, dan
memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan Good Cororate Governance
sehingga pengukuran dan penilaian atas penyajian laporan keuangan oleh auditor eksternal dapat
diberikan pendapat Wajar tanpa Pengecualian. Yang dapat dipersepsikan bahwa laporan keuangan
yang berkualitas memiliki tingkat capaian kinerja program yang optimal sesuai dengan target
target yang telah ditetapkan.

Selain pada itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyelesaian atas
temuan audit dalam bentuk penyelessaian tindak lanjut hasil pemeriksaam sehingga dapat
meningkatkan kinerja pemerintah.

Secara teknis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kepala
daerah selaku pemangku kebijakan dapat membuat dan mengaplikasikan tata kelola keuangan
berbasis system informasi yang menyeluruh yang meliputi system penetapan target kinerja,
penyusunan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Sehingga control setiap detil
anggaran baik penyusunan maupun pelaksanaan dapat dilakukan by process dan sebagai early
warnng system untuk perbaikan dan evaluasi.

Kemudian sebagai fungsi pengukuran dan evaluasi anggaran, penguatan Sistem
Pengendalian Internal harus decontrol dan diawasi secara ketat dan berjenjang spade setiap

hierarki organisasi. Penguatan Sistem Pengdalian Internal ini dapat dilakukan melalui peningkatan
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kualitas sumberdaya apparatus pemeriksa, aparatur pengelola keuangan dan penerapan system

informasi keuangan yang terintegrasi.
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